
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

a. bahwa untuk meningkatkan Perananan Pelaksana Tugas
atau Pelaksana Harian dalam memangku jabatannya di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota
Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 29 tahun 2019 ten tang Sistem
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis
Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Menimbang
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);



(1)Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP Berbasis Kinerja
tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Berbasis Kinerja
dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan
yang dirangkapnya;

(2)Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
jabatan lain menerima TPP Berbasis Kinerja yang lebih tinggi, ditambah 20%
(dua puluh persen) dari TPP Berbasis Kinerja yang lebih rendah pada Jabatan
definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

(3)Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau
berhalangan sementara yang lebih satu bulan kalender merangkap sebagai
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP Berbasis Kinerja
pada Jabatan TPP Berbasis Kinerja Pegawai pada Jabatan Pelaksana Tugas
atau Pelaksana Harian nya;

(4)TPP Berbasis Kinerja bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas
atau Pelaksana Harian memperoleh TPP Berbasis Kinerja sejak yang
bersangkutan melakukan aktifitas Zberkinerja selama satu bulan penuh dan
dibayarkan pada bulan berikutnya;

(5) Pemberian TPP Berbasis Kinerja bagi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
sebagaimana dimaksud ayat (1),(2),(3) dan (4) yang menjabat dalam jangka
waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;

(6)Pegawai yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
diperbolehkan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya;

(7)Yang mendapatkan TPP Berbasis Kinerja untuk Pelaksana Tugas atau
Pelaksana Harian diberikan kepada eselon II,III, dan IV;

(8)Pembayaran TPP Berbasis Kinerja bagi Pegawai yang merangkap Pelaksana
Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
ini dibayarkan untuk aktifitas/kinerja yang dimulai bulan Agustus 2020.

"Pasal 20B

BABVIB
KETENTUANTPP BERBASISKINERJAPELAKSANATUGAS

Diantara ketentuan BABVIAdan BAB VII dalam Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 29 tahun 2019 Tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 29) disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIB
sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

PasalI

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURANWALIKOTABANJARMASINNOMOR 29
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI
LINGKUNGANPEMERINTAHKOTABANJARMASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



HAMLIKURSANI

BERITA DAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2020 NOMOR 72

Diundangkan di Banjarmasin
padatanggal 1 qC;Jtember 20a
SEKRETARlS DAERAH KOTABANJARMASIN,

lBNU SlNA

Ditetapkan di Banjarmasin
Padatanggal 1 ~eptember 20;:'0
WALIKOTABANJARMASIN,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Pasal II


